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TINJAUAN YURIDIS KASUS "BAU IKAN ASIN"









The outbreak of the case of "salted fish" which involved Fairuz A. Rafiq with his ex-husband was a negative impact of technological advances. It began when Fairuz A. Rafiq's ex-husband, Galih Ginanjar, was interviewed by Rey Utami and Pablo Benua who alluded to Galih Ginanjar's household problems with his ex-wife, whose subsequent talk or interview was uploaded by Rey Utami and Pablo Benua on their youtube account . This case itself has so far dragged 3 (three) names as suspects, namely Galih Ginanjar, Rey Utami, and Pablo Benua.
The purpose of this study is to know the legal rules that have been violated in the "salted fish" case (defamation) between Fairuz A Rafiq and Galih Ginanjar, and which articles can be applied for the case. This research uses legal research methods, based on a case approach (case approach), approach to legal doctrines (conseptual approach), historical approaches (historical approach), and approaches to existing legal rules (statute approach).





Merebaknya kasus "ikan asin" yang melibatkan Fairuz A. Rafiq dengan mantan suaminya merupakan dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Dimulai ketika mantan suami Fairuz A. Rafiq yaitu Galih Ginanjar diwawancarai oleh Rey Utami dan Pablo Benua yang menyinggung masalah rumah tangga Galih Ginanjar dengan mantan istrinya, yang selanjutnya hasil bincang-bincang atau wawancara tersebut diunggah oleh Rey Utami dan Pablo Benua di akun youtube milik mereka. Kasus ini sendiri sampai saat ini telah menyeret 3 (tiga) nama sebagai tersangka, yaitu Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum yang telah dilanggar dalam kasus "ikan asin" (pencemaran nama baik) antara Fairuz A Rafiq dan Galih Ginanjar, dan pasal mana yang dapat dikenakan untuk kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, berdasarkan pendekatan kasus (case approach), pendekatan doktrin-doktrin hukum (conseptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan aturan hukum yang ada (statute approach). 





Berkembangnya teknologi informasi memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi dimana dan kapanpun mereka berada. Tidak harus berada ditempat terjadinya suatu peristiwa, mereka dapat mengetahui suatu peristiwa secara realtime (waktu itu juga) tanpa menunggu adanya pemberitaan secara resmi dari media yang legal (yang memiliki izin berdiri). 
Adanya Social Media atau sering kita sebut sosmed (selanjutnya disebut sosmed), pada awalnya diperuntukkan untuk sebagai sarana menjalin hubungan kekerabatan dan silahturahmi yang akrab antar sesama manusia atau teman. Tetapi, akhir-akhir ini sosmed tidak hanya digunakan peruntukannya sebagai sarana silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan semua hal, misalnya sharing informasi atau berita. Bahkan dewasa ini banyak orang yang menggunakan sosmed sebagai ajang politik, sosial, budaya dan ajang saling menghujat. 
Banyaknya kasus-kasus pencemaran nama baik di masyarakat yang berawal dari sosmed. Kebebasan berekspresi ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi di bidang informasi, menyebabkan ada sebagian anggota masyarakat yang menyalahgunakan kemajuan tersebut. Dinamika perkembangan teknologi yang begitu pesat inilah yang dibarengi dengan beragamnya tingkat pengetahuan agama, kesusilaan, kesopanan dalam masyarakat menyebabkan banyak perbuatan masyarakat yang melampui hukum atau merugikan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka hal ini sudah dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik materiil maupun non materiil.
Dalam KUHP, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang mengenai suatu hal dengan tujuan agar diketahui khalayak umum/ramai (pasal 310 KUHP). ​[1]​
Delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu polisi melakukan penindakan berdasarkan adanya aduan atau tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik pencemaran nama baik ini bersifat subjektif, karena berdasarkan penilaian dari pihak yang dirugikan. 
Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 juncto UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."​[2]​ Pasal ini bertujuan agar setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik agar berhati-berhati sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas informasi yang disebarkan.  
Di Indonesia suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan pidana jika melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada ancaman pidananya. Pertanggungjawabannya pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan yang erat dengan isi dari norma hukum yang terkandung di dalamnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan informasi dan/atau dokumen elektronik. 
Kasus "ikan asin" (pencemaran nama baik) yang melibatkan Fairuz A Rafiq dan Galih Ginanjar telah menyeret banyak pihak ke ranah hukum. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Mudahnya orang mengakses, membuat, atau menyebarkan suatu informasi kepada publik yang terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari suatu obrolan empat mata antara dua orang atau lebih yang kemudian direkam dan diunggah di media sosial (seperti twitter, facebook, youtube, etc) atau disebarkan melalui media lain menyebabkan seseorang dapat dijerat atau dikenai sanksi pidana. Agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat, maka negara dalam hal ini pemerintah membuat suatu aturan hukum yang menjamin hak setiap individu agar tidak ada yang dirugikan. Sehingga rumusan masalah dalam peneltian ini adalah aturan yang dilanggar dalam kasus "ikan asin" yang melibatkan Fairuz A. Rafiq dengan mantan suaminya yaitu Galih Ginanjar.
II.	METODOLOGI.
Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum, yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum dan permasalahan yang timbul di dalamnya. Sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Menurut Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ​[3]​
Lebih lanjut dikatakan, dalam melaksanakan penelitian hukum langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, 2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevensi juga bahan-bahan non hukum, 3. melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, 4. menarik kesimpulan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab isu hukum, 5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kronologi Peristiwa
Berawal dari wawancara eksklusif yang dilakukan oleh rey utami dan pablo benua kepada galih ginanjar mengenai hubungannya dengan mantan istrinya. Yang dibahas sedikit tabu karena mengungkit hubungan suami istri, yaitu area sensitif dari Fairuz. A. Rafiq yang merupakan mantan istri dari Galih Ginanjar. Dengan blak-blakan tanpa rem, Galih Ginanjar menyebut bahwa bagian vital eks istrinya itu beraroma tak sedap dan mengeluarkan cairan keputihan wanita yang banyak saat berhubungan. Lebih parahnya lagi, Galih Ginanjar menyamakan bagian kewanitaan mantan istrinya itu seperti ikan asin. 
Hal ini menjadi ramai di masyarakat dikarenakan oleh Pablo Benua dan Rey Utami wawancara ini diupload di channel youtube milik mereka. Banyak netizen(pembaca berita/orang yang melihat konten youtube tersebut) yang ikut berkomentar karena tidak seharusnya hal-hal yang sensitif seperti itu diumbar ke khalayak ramai. Yang tak ketinggalan ikutan nimbrung adalah pengacara beken, Hotman Paris Hutapea. Hotman menilai Galih sungguh konyol dan tak tahu etika dengan mengumbar masalah yang bisa saja sangat subyektif.​[4]​
Salah satu pernyataan yang membuat Fairuz tidak terima saat Galih menyinggung soal alat kelaminnya, yaitu: "Organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau organ intim disendokin atau dikerok sampai satu sendok penuh cairan keputihan, hanya bermain 15 menit, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan."​[5]​ Atas dasar hal tersebut, Fairuz A. Rafiq beserta suaminya Sonny Septian dan didampingi oleh pengacara Hotmat Paris Hutapea melaporkan hal tersebut kepada Polda Metro Jaya. Setelah diproses, Rey Utami-Pablo Benua-Galih Ginanjar ditahan dan dijadikan tersangka kasus UU ITE.
Aturan Hukum Yang Dilanggar
Berdasarkan rentetan fakta di atas, maka dapat disimpulkan :
1) Rey Utami dan Pablo Benua selaku pemilik dan penanggungjawab akun youtube miliknya yang menayangkan wawancara tersebut sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai atau orang banyak terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :
1. UU ITE pasal 27 ayat (1) 
Dalam UU ITE pasal 27 ayat (1) memuat delik atau unsur-unsur yaitu :
1.	Setiap orang
2.	Dengan sengaja dan tanpa hak
3.	Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat
4.	Dapat diaksesnya 
5.	informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
6.	Memiliki muatan melanggar kesusilaan​[6]​
Dalam hal ini Rey utami dan Pablo benua telah memenuhi unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Oleh karena itu Pablo Benua dan Rey Utami telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut.
 2. UU ITE pasal 27 ayat (3)
Dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat delik atau unsur-unsur yaitu :
1.	Setiap orang
2.	Dengan sengaja dan tanpa hak
3.	Mendistribusikan dan/atau mentaranmisikan dan/atau membuat
4.	Dapat diaksesnya
5.	Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
6.	Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Dalam hal ini Rey Utami dan Pablo Benua memenuhi semua unsur delik yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE karena dengan sengaja menyebarkan konten atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada seseorang (dalam hal ini kepada Fairuz A. Rafiq) ke dalam channel youtube sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai/umum. 
3. UU ITE pasal 45 ayat (1)
Ancaman pidana bagi Rey Utami dan Pablo Benua karena terbukti telah menyebarkan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.​[7]​ 
4. UU ITE pasal 45 ayat (3)
Ancaman pidana bagi Rey Utami dan Pablo Benua karena terbukti telah menyebarkan dokumen/informasi elektronik yang berisi penghinaan terhadap seseorang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (3) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE.​[8]​
2) Galih Ginanjar selaku pihak atau orang yang diwawancarai dan menyebarkan berita dan/atau informasi yang merugikan atau menyerang kehormatan orang lain terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP.
Delik atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 310 KUHP ayat (1) adalah :
1.  barang siapa (orang/badan hukum)
2.  dengan sengaja
3.  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
4.  dengan suatu hal
5.  dengan maksud
6.  agar diketahui orang banyak atau umum​[9]​
Berdasarkan unsur-unsur delik diatas, Galih Ginanjar selaku mantan suami dari Fairuz A Rafiq memenuhi semua unsur delik/ norma yang terkandung dalam pasal 310 KUHP ayat (1) tentang pencemaran nama baik, yang mana dalam hal ini Galih Ginanjar menyerang kehormatan mantan istrinya (Fairuz A Rafiq)  dengan ujaran menghina dan/atau merendahkan martabat /kehormatan mantan istrinya kepada khalayak ramai/umum. Oleh karena itu, Galih Ginanjar terbukti telah melanggar ketentuan dalam pasal 310 KUHP. 
Pebarengan Tindak Pidana
Pebarengan (Belanda: samenloop; Latin: concurcus) tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus.​[10]​ Dikatakan adanya pebarengan pidana jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau satu orang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.. Pengaturan pebarengan tindak pidana ini berkaitan dengan aturan dan pasal (pidana) yang akan dikenakan. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pebarengan tindak pidana diatur dalam bab VI dalam pasal 63 sampai pasal 71. Dalam rumusan pasal tersebut, KUHP tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan pebarengan tindak pidana (concurcus) ini. Namun demikian, dari rumusan pasal-pasalnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pebarengan tindak pidan ada 3 (tiga) macam :
1. Pebarengan peraturan (pasal 63 KUHP)
Dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP disebut tentang suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana. Jenis pebarengan ini disebut pebarengan peraturan (concurus idealis). Dalam bahasa Belanda ini dinamakan eendaadse samenloop, yaitu pebarengan dalam satu perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan saja tetapi satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana.​[11]​ Maka berdasarkan asas concurcus idealis, sistem pemidanaan (hukuman pidana yang dijatuhkan) memakai sistem absorbsi atau penyerapan. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 63 KUHP. Berdasarkan pasal 63 ayat (1) KUHP, jika ada satu perbuatan yang masuk lebih dari satu aturan pidana yang berbeda-beda,  maka akan dikenakan salah satu diantara ketentuan pidana tersebut yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Pebarengan perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP)
Dinamakan pebarengan perbuatan berlanjut berdasar pasal 64 KUHP adalah jika ada beberapa suatu perbuatan pidana yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka hal itu haruslah dipandang sebagai satu perbuatan pidana saja. Jika ada pebarengan perbuatan berlanjut, maka akan dikenakan aturan pidana yang memuat ancaman pokok pidana yang paling berat. Dalam pebarengan perbuatan berlanjut, terdakwa dikenakan satu aturan pidana yang memuat ancaman pokok pidana paling berat. 
3. Pebarengan perbuatan (pasal 65 - 71 KUHP)
Dinamakan pebarengan perbuatan berdasar pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 71 KUHP adalah beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana yang antara satu perbuatan pidana dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Dengan kata lain, yang dinamakan pebarengan perbuatan jika ada satu orang melakukan banyak pelanggaran/kejahatan yang diancam dengan pidana. Dalam bahasa belanda ini dinamakan meerdaadse samenloop, yaitu pebarengan beberapa perbuatan, karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan.​[12]​ Dalam bahasa latin pebarengan perbuatan disebut concurcus realis, karena pebarengan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang berbeda-beda dengan ancaman pidana yang berbeda pula yang tidak ada hubungan atau kaitannya antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lainnya. Dalam pebarengan perbuatan, terdakwa dikenakan komulasi (gabungan) hukuman. Yang mana setiap perbuatan akan dikenakan pidananya masing-masing dengan syarat tidak melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
IV.	KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus ikan asin yang melibatkan Fairuz A. Rafiq sebagai pelapor masuk dalam katagori perbuatan pidana. Untuk itu para pihak yang telah dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian melanggar ketentuan pidana yaitu :
1. Untuk tersangka Rey Utami dan Pablo Benua melanggar UU ITE pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) dan ayat (3). Dikarenakan dalam hal ini ada 2 jenis tindak pidana dan 2 jenis ancaman pidana yang dilanggar oleh Rey Utami dan Pablo Benua, hal ini disebut dengan pebarengan peraturan (pasal 63).  Berdasarkan hal tersebut diatas,  Rey Utami dan Pablo Benua dikenakan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Untuk tersangka Galih Ginanjar sebagai pihak yang dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, maka dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 dikarenakan bukanlah pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat konten youtube berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan pasal 27 UU ITE. Galih ginanjar disini berkedudukan sebagai pihak yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang atau pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka denda yang diancamkan kepada Galih Ginanjar selaku tersangka tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 KUHP adalah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
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